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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Perhubungan Kota Singkawang merupakan salah satu Perangkat 

Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sektor 

transportasi. Layanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tentunya 

tidak terlepas dari kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen 

perencanaan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi 

Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu 

kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. 

Penyusunan Rencana Strategis 2025 - 2029 Dinas Perhubungan Kota 

Singkawang disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025-

2029. Rencana Strategis 2025-2029 Dinas  Perhubungan adalah yang 

digunakan oleh Dinas Perhubungan sebagai pedoman, dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah 

Kota Singkawang yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu satu sampai dengan Lima tahun dengan memperhitungkan 

potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana 

Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis 

untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 

Pasal 272 ayat (2), yang berbunyi ”Rencana strategis Perangkat Daerah 

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan 

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.” 

Rencana Strategis Dinas Perhubungan mengacu pada RPJMD  Kota 

Singkawang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima 
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tahun yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. 

Penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 didasarkan pada 

kondisi aktual daerah, termasuk hasil evaluasi capaian pembangunan 

sebelumnya, tantangan dan peluang pembangunan, serta aspirasi 

masyarakat yang terhimpun selama proses pemilihan kepala daerah.  Dalam 

Rencana Strategis Dinas Perhubungan menjabarkan tujuan dan sasaran, 

menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok 

ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman 

dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana 

pembangunan yang telah ditetapkan. 

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan digunakan untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 

2025-2029 yang dipimpin oleh Wali Kota. 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890);  

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
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12. Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 900.1.15.5‑3406/2024 (900.1-

2850 Tahun 2025) tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2024-2043. 

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Nomor 51); 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Singkawang 2022 2042. 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Singkawang 

Tahun 2025 – 2045 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025 2029 

20. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 

2021 Nomor 13). 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 

2025-2029 ini disusun  sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun dan menjadi 

acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan 
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di Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2025-2029. Dokumen Renstra 

berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Dinas 

Perhubungan) setiap tahunnya. 

Adapun tujuan umum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota 

Singkawang Tahun 2025-2029 adalah untuk mendukung pencapaian kepala 

daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2025-2029, 

melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan 

perencanaan Provinsi dan Nasional. 

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renstra Dinas 

Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan gambaran umum kondisi perangkat daerah sebagai dasar 

untuk perumusan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, 

serta sebagai dasar penentuan sasaran, tujuan, dan indikator perangkat 

daerah yang telah disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025-2029. 

2. Memudahkan seluruh unit Dinas Perhubungan dalam menyusun 

perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan 

fungsi Dinas Perhubungan secara terpadu, terarah dan terukur dalam 

rumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan Dinas 

Perhubungan. 

3. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Dinas 

Perhubungan dalam kurun waktu lima tahun. 

4. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas 

Perhubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025-2029. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan 

Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, agar substansi pada bab- bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan 

Kota Singkawang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan 

Kota Singkawang dengan RPJMD Kota Singkawang. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang 

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan Kota 

Singkawang, serta pedoman yang  dijadikan  acuan  dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas 

Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029, serta susunan garis besar 

isi dokumen. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan 

Kota Singkawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas 

Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode 

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan 


